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PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL
(Analisis Dampak Lingkungan, Dampak Ekonomi, Dan Peran
Aktor Di Desa Margahayu Jonggon A)

Chintia Tangke Allo!, Martinus Nanang?

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penambangan batubara ilegal terhadap
lingkungan dan ekonomi masyarakat, serta mengidentifikasi peran aktor yang
terlibat dalam aktivitas tersebut di Desa Margahayu Jonggon A, Kecamatan Loa
Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penambangan batubara ilegal merupakan
aktivitas ekstraktif yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan marak
terjadi di daerah tersebut sejak tahun 2022. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi lapangan, wawancara mendalam dengan enam informan kunci, serta
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan ilegal
memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, seperti
peningkatan  pendapatan,  bertambahnya  kendaraan  pribadi,  hingga
pembangunan rumah. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan dampak
lingkungan yang serius, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara,
serta hilangnya kesuburan tanah dan vegetasi. Selain itu, kegiatan ini
mengganggu infrastruktur umum seperti jalan dan mengancam kesehatan
masyarakat akibat debu dan limbah. Penambangan ilegal tidak terjadi secara
mandiri, melainkan didukung oleh jaringan kekuasaan yang melibatkan aktor-
aktor lokal, pemodal, dan oknum aparat yang turut membiarkan atau
memfasilitasi praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya
penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan, edukasi masyarakat
mengenai dampak lingkungan, serta pengembangan ekonomi alternatif berbasis
potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap tambang ilegal.

Kata Kunci: Penambangan ilegal; dampak lingkungan, dampak ekonomi; aktor
sosial; Kutai Kartanegara

Pendahuluan

Penambangan batubara ilegal merupakan persoalan serius yang terus
berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan
Timur. Aktivitas ini terjadi di luar ketentuan hukum dan tanpa izin resmi dari
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pemerintah, namun tetap berlangsung karena didorong oleh kepentingan ekonomi
baik dari individu, kelompok, maupun oknum yang terlibat di dalamnya. Salah
satu wilayah yang terdampak secara signifikan adalah Desa Margahayu Jonggon
A, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2022, desa
ini menjadi lokasi penambangan ilegal yang dilakukan secara terbuka dan terus
meningkat dalam intensitas.

Fenomena ini menjadi kompleks karena di satu sisi memberikan manfaat
ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, dan penambangan ilegal
dianggap sebagai solusi cepat untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan ini
mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja
informal, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, manfaat ekonomi tersebut
hanya bersifat jangka pendek dan sering kali tidak merata. Di sisi lain, kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Tanah menjadi rusak, lubang bekas
galian dibiarkan terbuka, air dan udara tercemar, serta infrastruktur seperti jalan
desa menjadi rusak berat. Aktivitas ini juga menimbulkan risiko kesehatan akibat
paparan debu dan limbah, serta mengganggu ekosistem lokal.

Yang lebih mengkhawatirkan, praktik penambangan ilegal di desa ini
tidak berjalan secara sporadis atau tanpa pola, melainkan diperkuat oleh jaringan
kekuasaan informal yang melibatkan berbagai aktor dengan posisi dan
kepentingan berbeda. Dalam jaringan ini terdapat keterlibatan oknum aparat,
pemodal, pengepul, hingga pelaku transportasi, yang saling bekerja sama untuk
mempertahankan keberlangsungan tambang ilegal. Struktur kekuasaan ini
mempersulit upaya penegakan hukum, karena praktik tambang ilegal dilindungi
secara tidak langsung oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi pengawas.
Situasi ini memperkuat anggapan bahwa tambang ilegal telah menjadi bagian dari
ekonomi politik lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara mendalam dampak lingkungan dan ekonomi dari penambangan
batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A, serta menganalisis aktor-aktor
yang terlibat dan bagaimana mereka berperan dalam mempertahankan aktivitas
tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan
kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori
Dampak Ekologi

Ekologi berasal dari bahasa yunani, yakni Oikos (habitat) dan Logos
(ilmu) yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk
hidup dan lingkungannya.

Haeckel (1869) mengemukakan ekologi sebagai seluruh ilmu tentang
hubungan organisme dengan dunia luar dan sekitarnya, yang hubungannya dapat
diperhitungkan dalam arti yang luas pada semua kondisi keberadaan.
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Purwanto (2015) menyebutkan terdapat 6 dampak yang ditimbulkan
akibat kegiatan penambangan batubara ilegal yaitu perubahan pada bentang alam,
menurunya tingkat kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap
keanekaragaman hayati, menurunya kualitas air, menurunya kualitas udara, serta
rusaknya fasilitas umum.

Dampak Ekonomi

Manfaat ekonomi dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat sehingga merasa sejahtera dan berkecukupan untuk kehidupan
sehari-hari.

Soetomo (2014) menyatakan bahwa meskipun aktivitas tambang ilegal
mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong perputaran uvang di tingkat
desa, namun hasilnya cenderung bersifat konsumtif dan tidak diikuti dengan
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dampak jangka panjang justru berupa
ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Hal ini menjelaskan bagaimana masyarakat menggantungkan
kehidupannya pada satu sektor ekonomi yang tidak stabil, yaitu tambang ilegal.
Ketika aktivitas tambang meningkat, masyarakat mengalami lonjakan pendapatan.
Namun, karena sifatnya tidak berkelanjutan dan tanpa perlindungan hukum,
masyarakat menjadi rentan ketika tambang berhenti atau ditindak hukum. Hal ini
menciptakan ketimpangan dan memperlihatkan bahwa tambang ilegal hanya
memberikan kemakmuran semu yang bersifat jangka pendek.

Aktor Penambangan Batubara Ilegal

Dalam kajian sosial mengenai pertambangan ilegal, istilah aktor merujuk
pada seluruh individu, kelompok, komunitas, maupun institusi yang secara
langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aktivitas penambangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum dan perizinan.

Terdapat lima kategori aktor pada penambangan batubara ilegal, pertama
aktor pelaksana langsung yaitu buruh tambang dan pemilik lahan, kedua aktor
pemodal atau pengendali yaitu individu penyedia modal, ketiga pendukung
struktural seperti oknum aparat, pemerintah atau tokoh Masyarakat, keempat
aktor distribusi dan pasar yaitu pihak yang membeli hasil tambang ilegal, dan
yang kelima aktor simpatik atau tidak langsung seperti penyedia logistik atau
warga yang berjualan.

Koentjaraningrat (1994) menjelaskan bahwa hubungan sosial di
masyarakat Indonesia sering kali mengikuti pola yang mirip seperti hubungan
antara atasan dan bawahan. Dalam pola ini, tokoh yang berkuasa seperti pejabat
atau pengusaha biasanya berperan sebagai pelindung, sementara masyarakat kecil
menunjukkan sikap hormat dan memberikan dukungan. Hubungan ini
berlangsung secara informal dan timbal balik, sehingga kedua belah pihak sama-
sama diuntungkan.
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Kesadaran lingkungan

Kesadaran lingkungan adalah pengertian yang mendalam pada
seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan
tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan (Poerwardarminta
2002).

Keinginan untuk mencari keuntungan jangka pendek tanpa
memperhatikan jangka panjang. hanya memperhatikan aspek keuntungan dan
mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan terlebih lagi hal tersebut
dimanfaatkan oleh oknum pengepul batubara.

Kerangka Konseptual

Aktor Penambangan Ilegal

Penambangan
Batu Bara Ilegal

P Ny
Dampak Dampak
Ekonomi Non-Ekonomi

Gambar 1: Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa
penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A merupakan hasil
dari keterlibatan berbagai aktor yang saling terhubung, seperti pemilik lahan,
buruh tambang, pemodal, pengepul, dan oknum aparat. Aktivitas ini berlangsung
karena adanya dorongan ekonomi dan lemahnya pengawasan dari pihak
berwenang. Secara konseptual, hubungan ini divisualisasikan dalam bentuk
segitiga yang menggambarkan keterkaitan antara aktor sebagai penggerak,
aktivitas tambang ilegal sebagai pusat kegiatan, dan dampak sebagai akibat.
Dampak yang ditimbulkan meliputi manfaat ekonomi jangka pendek yang tidak
berkelanjutan, serta kerusakan lingkungan dan sosial yang bersifat jangka
panjang. Dengan demikian, penambangan ilegal bukan sekadar aktivitas ekonomi,
melainkan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan saling memengaruhi.

Metode Penelitian
Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian
yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan karena didalam metode penelitian
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kualitatif memiliki fokus penelitian yang kompleks dan bermaksud untuk
memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dan dampak lingkungan serta
aktor yang terlibat dengan adanya kegiatan penambangan batubara ilegal di desa
Margahayu Jonggon A.

Penelitian ini berlokasi di Desa Jonggon Margahayu Jonggon A
Kecamatan loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Indikator Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu dampak
lingkungan, dampak ekonomi, dan peran aktor. Dampak lingkungan dilihat dari
kerusakan lahan, pencemaran, serta gangguan ekosistem dan kesehatan. Dampak
ekonomi mencakup perubahan pendapatan, lapangan kerja informal, dan
ketergantungan warga pada tambang ilegal. Sementara itu, peran aktor mencakup
pelaku utama, pihak pendukung, dan keterlibatan oknum yang memungkinkan
praktik ini terus berlangsung.

Jenis dan Teknik Penelitian

Penelitian ini mengambil data melalui data primer (observasi dan
wawancara) dan data sekunder (dokumen, catatan, atau penelitian terdahulu)
mengenai dampak lingkungan, ekonomi, serta peran aktor pada penambangan
batubara ilegal Desa Margahayu Jonggon A.

Informan Penelitian

Data wawancara didapatkan dari 6 orang informan yaitu 1 Pemerintah
Desa setempat, 2 buruh tambang, 1 pemilik lahan, 1 pemilik usaha warung, dan 1
petani desa Margahayu.

Terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan informan yang bersedia
diwawancarai secara terbuka. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat sensitif dari
topik penelitian, yang secara hukum merupakan tindakan melanggar aturan dan
berisiko pidana. Masyarakat cenderung bersikap tertutup dan enggan memberikan
informasi secara detail, karena khawatir dianggap membocorkan informasi yang
dapat merugikan pihak tertentu atau menimbulkan konflik sosial di desa.

Sebagian calon informan bahkan menolak diwawancarai karena merasa
tidak memiliki wewenang atau takut tersangkut persoalan hukum. Beberapa
lainnya bersedia memberikan keterangan namun meminta agar identitasnya
dirahasiakan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh adanya dugaan keterlibatan oknum
tertentu dalam jaringan tambang ilegal, sehingga masyarakat merasa tidak aman
berbicara secara terbuka.

Selain faktor ketakutan, peneliti juga menghadapi tantangan dalam
membangun kepercayaan (trust) dengan warga setempat. Dibutuhkan waktu dan
pendekatan personal agar informan bersedia terbuka dan memberikan informasi
yang valid. Oleh karena itu, teknik pendekatan yang digunakan adalah wawancara
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informal dan semi-terstruktur, serta menjaga etika penelitian dengan menjamin
kerahasiaan data informan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles &
Huberman (1984), yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk menyusun dan memahami data
kualitatif secara sistematis.

Hasil Penelitian
Dampak Lingkungan Dari Akktivitas Tambang Ilegal

Teori ekologi sosial G.G. Marten (2001) menjelaskan bahwa sistem sosial
dan ekologis saling memengaruhi. Ketidakseimbangan antara kepentingan
ekonomi dan kelestarian lingkungan akan menyebabkan kerusakan ekosistem
jangka panjang. Hal ini tampak jelas pada kasus penambangan batubara ilegal di
Desa Margahayu Jonggon A, di mana aktivitas tambang yang tidak terkendali
telah mengubah bentang alam, merusak hutan, mencemari air, dan menurunkan
kualitas udara serta kesuburan tanah.

Aktivitas tambang dilakukan tanpa prosedur AMDAL dan tidak ada
reklamasi lahan, sehingga menyebabkan deforestasi, lubang-lubang tambang yang
dibiarkan terbuka, serta pencemaran air dan udara. Hal ini sejalan dengan
pendapat Otto Soemarwoto (2004) dan Emil Salim (1986) yang menyatakan
bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan
berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Penurunan kesuburan tanah dan pencemaran air berdampak pada hasil
panen dan pendapatan petani, memperkuat keterkaitan antara kerusakan ekologis
dan ketidakstabilan ekonomi lokal. Menurut Odum (1993), ekosistem yang rusak
dan terus ditekan tanpa pemulihan akan kehilangan kemampuan pulih secara
alami, sebagaimana terjadi di desa ini.

Ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal yang bersifat jangka
pendek juga menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru, menimbulkan
ketimpangan dan menurunnya ketahanan lingkungan. Jika dibiarkan, kondisi ini
berisiko menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan temuan lapangan, diperlukan
pendekatan pembangunan berbasis lingkungan, penegakan hukum terhadap
pelaku tambang ilegal, dan pelibatan aktif masyarakat untuk memulihkan serta
menjaga keseimbangan sosial-ekologis secara berkelanjutan di Desa Margahayu
Jonggon A. kegiatan penambangan batubara ilegal menimbulkan dampak
terhadap lingkungan seperti sebagai berikut (Purwanto, 2015)

1. Perubahan Bentang Alam

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Jonggon dimulai dengan
pembukaan lapisan tanah atas (top soil) dan tanah penutup, dilanjutkan dengan
pembongkaran batubara yang menyebabkan perubahan signifikan pada bentang
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alam. Proses ini menghasilkan lubang-lubang tambang dalam skala besar yang
semestinya ditutup kembali melalui reklamasi dan revegetasi. Namun, hal ini
tidak dilakukan karena jumlah tanah penutup jauh lebih sedikit dibandingkan
volume batubara yang diambil.

Pelaku tambang ilegal umumnya tidak memperhitungkan biaya
lingkungan dan reklamasi, karena tujuan utama mereka hanya mengejar
keuntungan cepat dari ekstraksi batubara. Akibatnya, lubang-lubang bekas
tambang dibiarkan terbuka, menciptakan kerusakan permanen pada lanskap dan
meningkatkan risiko kecelakaan serta bencana lingkungan seperti longsor dan
banjir.
2.Penurunan Tingkat Kesuburan Tanah

Pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub
soil/overburden) dalam kegiatan tambang batubara ilegal di Desa Jonggon A
mengakibatkan gangguan serius terhadap struktur dan kesuburan tanah. Lapisan
tanah yang semula tersusun secara alami terganggu akibat penggalian,
menyebabkan hilangnya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Tanah yang telah dikeruk kemudian dipindahkan ke tempat lain dan
kehilangan fungsi alaminya sebagai media tanam. Proses ini membuat tanah
menjadi kurang subur, terutama karena menurunnya kandungan unsur hara dan
mikroorganisme penting. Curah hujan yang tinggi di daerah tersebut juga
mempercepat pencucian unsur hara, sehingga tanah menjadi miskin nutrisi dan
tidak lagi produktif saat digunakan kembali untuk pertanian.

Kerusakan ini menurunkan produktivitas lahan secara drastis dan
berdampak langsung pada mata pencaharian petani lokal yang sebelumnya
bergantung pada pertanian berkelanjutan.
3.Terjadi Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A
telah memberikan tekanan serius terhadap keanekaragaman hayati dan
keseimbangan ekosistem.

Pembukaan lahan akibat kegiatan penambangan ilegal menyebabkan
terjadinya  degradasi  vegetasi, yang menyebabkan terganggunya
keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna.
4.Menurunnya Kualitas Air

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Jonggon A memberikan
kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas air. Limbah tambang yang
mengandung bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan arsenik, mencemari air.
Proses pencucian batubara menghasilkan limbah yang terbawa oleh air limpasan
permukaan ke sungai, sumur, dan lahan pertanian warga. Saat hujan, limbah ini
terbawa aliran air dan mencemari sumber air yang digunakan masyarakat.

Limbah tambang umumnya mengandung asam sulfat dan senyawa besi
yang bersifat asam. Air yang terkontaminasi zat ini dapat melarutkan logam-
logam berat dan menjadi racun bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Di
Jonggon A, air tercemar tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan warga,
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tetapi juga merusak lahan pertanian, menurunkan produktivitas, dan mengganggu
aktivitas pertanian masyarakat sekitar.
5.Menurunnya kualitas udara

Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A turut
menyebabkan penurunan kualitas udara yang cukup serius. Penggalian dan
mobilitas pengangkutan batubara menyebabkan menurunnya kualitas udara
dari lokasi penambangan ke lokasi pengumpulan batubara. Saat proses
penggerukan batubara, batubara yang masih panas mengeluarkan aroma yang
pekat sehingga melepaskan senyawa beracun termasuk karbonmonoksida,
karbondioksida, methana, benzene, toluene, xylene, sulphur, arsenik, merkuri
dan timbal, jika dihirup akan menimbulkan penyakit pernapasan.

Asap dan debu yang dihasilkan dari kegiatan tambang serta lalu lintas
kendaraan pengangkut batubara mencemari udara di sekitar pemukiman.
6.Kerusakan Fasilitas Umum

Rusaknya fasilitas umum yaitu jalan raya akibat dari proses pengangkutan
batubara yang menggunakan kendaraan truck dari lokasi penambangan ke lokasi
penjualan. Lalu lalang kendaraan pengangkutan batubara ilegal ini menyebabkan
rusaknya jalan raya yaitu banyaknya lobang karena bahan material jalan yang
tidak kuat menahan bobot batubara yang terus lalu lalang, sehingga hal tersebut
juga menyebabkan jalan raya dipenuhi dengan debu dan lobang, tidak hanya
daerah jonggon tapi daerah yang dilalui truck pengangkut batubara merasakan
dampak buruknya. Tak jarang juga karena lobang jalan raya yang semakin banyak
menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena pengendara menghindari lobang.

Dampak Ekonomi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Penambangan Batubara
llegal

Sebelum adanya kegiatan tambang batubara ilegal, perekonomian Desa
Margahayu Jonggon A didominasi oleh sektor pertanian dan usaha kecil-
menengah. Warga mayoritas bekerja sebagai petani dengan lahan subur dan
irigasi yang baik, serta mengelola warung, peternakan, dan kerajinan. Ekonomi
desa berjalan stabil dan berkelanjutan, memberikan penghidupan yang cukup bagi
masyarakat.

Namun, setelah tambang ilegal mulai beroperasi, terjadi perubahan
drastis. Banyak lahan pertanian rusak dan tidak produktif, memaksa petani beralih
menjadi buruh tambang, sopir truk, atau pekerjaan lain yang terkait tambang.
Meskipun sebagian warga memperoleh pendapatan lebih tinggi, pekerjaan ini
tidak stabil dan berisiko. Ketergantungan terhadap tambang ilegal menyebabkan
ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Peningkatan pendapatan sementara dialami oleh pemilik lahan, buruh
tambang, dan pelaku UMKM di sekitar lokasi tambang. Misalnya, pemilik lahan
bisa memperoleh lebih dari Rp30 juta per bulan dan buruh tambang mendapat
upah sekitar Rp320.000 per hari. Usaha warung mengalami peningkatan omzet
hingga dua kali lipat, terutama dari penjualan bahan bakar, sementara usaha
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makanan dan minuman juga mengalami lonjakan pendapatan karena banyaknya
buruh dan sopir yang menjadi pelanggan tetap. Namun, seperti dijelaskan dalam
teori ketergantungan ekonomi (Frank, 1967), ketergantungan pada pendapatan
instan dari sektor ilegal menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi saat sumber
daya habis atau tambang dihentikan.

Selain itu, pola konsumsi masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif,
tanpa perencanaan untuk investasi jangka panjang atau tabungan. Hal ini
menunjukkan bahwa kesejahteraan yang tercipta bersifat semu. Jhingan (2007)
menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang merata dan investasi
produktif sebagai dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang belum terlihat
di desa ini. Peningkatan pendapatan sementara dialami oleh pemilik lahan, buruh
tambang,

Masalah lain adalah ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum
bagi para pekerja tambang. Buruh bekerja tanpa kontrak, asuransi, atau
keselamatan kerja, membuat mereka sangat rentan terhadap kecelakaan dan
eksploitasi.

Secara keseluruhan, tambang ilegal menciptakan ilusi kemakmuran
jangka pendek, namun justru memperlemah ketahanan ekonomi desa secara
struktural. Diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi
lokal berbasis lingkungan, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan
kapasitas masyarakat untuk keluar dari ketergantungan terhadap sektor tambang
ilegal.

Aktor Dalam Kegiatan Penambangan Batubara Ilegall

Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A melibatkan
jaringan aktor yang kompleks, terdiri dari pemodal, pemilik lahan, buruh
tambang, sopir, pengepul, hingga oknum aparat dan perangkat desa. jejaring aktor
yang kompleks dan saling terhubung dalam struktur sosial informal. Aktor utama
terdiri dari pemodal, pemilik lahan, dan buruh tambang. Pemodal menempati
posisi dominan sebagai pengendali operasi, penyedia alat berat, dan pengatur
distribusi hasil tambang. Pemilik lahan memberikan izin tidak resmi atas
penggunaan lahannya, sementara buruh tambang hanya berperan sebagai tenaga
kerja tanpa perlindungan hukum maupun jaminan sosial.

Selain itu, terdapat aktor pelindung seperti oknum aparat, pemerintah
desa, dan pihak informal (preman) yang menerima kompensasi untuk
memberikan rasa aman terhadap jalannya aktivitas tambang ilegal. Pemerintah
daerah pun dianggap turut terlibat secara tidak langsung melalui praktik
pembiaran dan kegagalan dalam melakukan penindakan tegas.

Struktur ini mencerminkan pola relasi patron-klien, di mana pemodal
memberi akses ekonomi dan perlindungan, sedangkan buruh dan warga lokal
memberikan loyalitas dan tenaga kerja. Oknum aparat dan elite lokal turut
memperkuat jaringan ini melalui pembiaran dan perlindungan tidak resmi.
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Struktur hubungan ini juga terlihat di mana pemodal menjadi pusat
kekuasaan, didukung oleh pemerintah lokal dan aparat pelindung, dengan buruh
dan masyarakat berada di posisi paling lemah. Ketimpangan ini menghambat
proses penegakan hukum dan memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap
praktik tambang ilegal, sehingga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis
desa.

Dalam konteks ini, teori relasi kekuasaan Koentjaraningrat (1994) dan
patron-klien dari Scott (1985) sangat relevan. Relasi yang terbentuk menunjukkan
ketimpangan kuasa yang menjebak masyarakat dalam ketergantungan ekonomi.
Sementara itu, seperti dijelaskan oleh Mosse (2005), jaringan informal semacam
ini meskipun tidak resmi, memiliki pengaruh kuat terhadap arah dan
keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Selain pelaku langsung, masyarakat yang tidak terlibat pun turut memberi
legitimasi sosial dengan membiarkan praktik ini berlangsung. Pola ini
memperlihatkan bahwa tambang ilegal tidak hanya soal pelanggaran hukum,
tetapi juga soal ketimpangan kekuasaan dan perubahan nilai sosial dalam
masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kegiatan penambangan batubara
ilegal di Desa Margahayu Jonggon A telah memberikan dampak yang signifikan
pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan desa. berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A terus
berlangsung karena didorong oleh tekanan ekonomi masyarakat,
terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tingginya harga batubara di pasaran
sehingga kegiatan ini dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan
pendapatan, selain itu ketidakpastian atau ketidakstabilan pendapatan dari
sektor pertanian dan Perkebunan membuat warga beralih.

2. Kegiatan penambangan batubara ilegal memberikan dampak lingkungan
yang signifikan dan merusak, seperti terjadinya deforestasi, degradasi
lahan, pencemaran air permukaan dan sumur warga, penurunan kualitas
udara, serta kerusakan infrastruktur publik seperti jalan. Limbah tambang
yang mengandung zat beracun berpotensi mengganggu kesehatan
masyarakat dan keberlangsungan ekosistem lokal. Bekas lubang tambang
yang dibiarkan terbuka menunjukkan tidak adanya upaya reklamasi dan
menandakan lemahnya kesadaran lingkungan dari pelaku penambangan.
Dampak negatif terhadap lingkungan sangat besar dan bersifat jangka
panjang, mencakup kerusakan bentang alam, pencemaran air dan udara,
hilangnya kesuburan tanah, serta rusaknya fasilitas umum dan
terganggunya kesehatan warga.

3. Secara ekonomi, aktivitas penambangan ilegal memberikan manfaat
jangka pendek yang bersifat semu dan konsumtif. Masyarakat mengalami
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Saran

peningkatan pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan material seperti
kendaraan dan renovasi rumah. Namun, pendapatan tersebut tidak bersifat
produktif atau berkelanjutan, dan dalam jangka panjang menciptakan
ketergantungan terhadap tambang ilegal. Ketergantungan ini
memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat apabila kegiatan tambang
dihentikan atau sumber daya batubara habis. Adanya Praktik Korupsi dan
Keterlibatan Oknum.Dalam beberapa kasus, kegiatan penambangan ilegal
sulit dihentikan karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat
keamanan, pejabat daerah, atau pemilik modal yang membiayai dan
melindungi aktivitas tersebut. Praktik korupsi ini menciptakan sistem
yang memperkuat keberadaan tambang ilegal dan melemahkan upaya
penegakan hukum serta perlindungan lingkungan.

Penambangan batubara ilegal melibatkan banyak pihak atau aktor yang
bekerja sama satu sama lain melalui keterlibatan jaringan aktor yang
kompleks dan saling menguntungkan. Aktor-aktor ini meliputi masyarakat
lokal sebagai pelaksana langsung (buruh tambang, pemilik lahan), pemilik
modal atau pengendali tambang, pengepul, sopir angkutan, serta oknum
aparat desa dan pihak yang seharusnya berwenang melakukan
pengawasan. Hubungan antarpelaku ini dibangun atas dasar kepentingan
ekonomi, kekuasaan informal, serta lemahnya kontrol dari institusi
negara. Pola ini menunjukkan bahwa praktik penambangan ilegal di desa
Margahayu Jonggon A adalah fenomena sosial terstruktur yang
melibatkan relasi kuasa dan ekonomi secara sistematis.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan, Meskipun peraturan
mengenai penambangan sudah cukup jelas, penegakan hukum di lapangan
seringkali tidak konsisten. Kurangnya sumber daya manusia, minimnya
pengawasan dari instansi terkait, serta keterbatasan anggaran membuat
pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal tidak berjalan optimal.
Akibatnya, para pelaku merasa aman dan leluasa untuk terus melakukan
kegiatan tersebut tanpa takut sanksi.

Kelemahan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam. Permasalahan dalam
tata kelola seperti tumpang tindih izin lahan, ketidakjelasan batas wilayah
pertambangan rakyat (WPR), dan konflik kepentingan antara pemerintah
pusat dan daerah juga memperburuk situasi. Ketidakjelasan ini sering
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuka tambang tanpa
izin resmi, yang kemudian berkembang menjadi aktivitas ilegal secara
masif.

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kegiatan penambangan batubara
ilegal di Desa Margahayu Jonggon A, beberapa langkah konkret dan terkoordinasi
perlu diambil. Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan, berdasarkan
temuan penelitian, maka disarankan:
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Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan
kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal yang terjadi
di Desa Margahayu Jonggon A. Pengawasan tersebut tidak hanya
difokuskan pada pelaku lapangan, tetapi juga perlu menyentuh aspek
struktural, termasuk menelusuri keterlibatan oknum tertentu yang diduga
memfasilitasi atau membiarkan kegiatan ilegal ini terus berlangsung.
Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan menyeluruh, tanpa
pandang bulu, agar memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat
dan memutus mata rantai praktik ilegal yang telah mengakar. Selain itu,
pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat tentang dampak
jangka panjang penambangan ilegal juga perlu ditingkatkan. Pemerintah
diharapkan mendorong pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi
lokal, seperti pertanian berkelanjutan, peternakan, atau pelatihan
keterampilan kerja, agar masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian
yang legal dan berkelanjutan, sehingga tidak tergantung pada sektor
tambang ilegal.

Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap
pentingnya menjaga lingkungan dan tidak semata-mata terfokus pada
manfaat ekonomi jangka pendek dari aktivitas penambangan ilegal.
Partisipasi aktif dalam program pemerintah atau lembaga yang
mendorong mata pencaharian alternatif yang sah perlu diperkuat, agar
masyarakat tidak lagi tergantung pada tambang ilegal yang berisiko
merusak masa depan lingkungan dan generasi mendatang.Bagi Aparat dan
Lembaga Terkait
Diharapkan aparat dan lembaga yang berwenang dapat menjalankan tugas
sesuai ketentuan hukum dengan profesional dan transparan, serta tidak
memberikan ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum. Pendekatan
kolaboratif antar instansi juga penting untuk menciptakan solusi yang
menyeluruh dan adil bagi semua pihak.

Untuk Aparat Dan Lembaga Pengawas

Aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait diharapkan
melaksanakan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan
konsistensi. Penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan tidak
hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap oknum yang terbukti
turut memfasilitasi atau membiarkan praktik tambang ilegal berlangsung.
Keterbukaan informasi, pengawasan terpadu, dan komitmen antikorupsi
menjadi elemen penting untuk memutus jaringan sosial yang menopang
keberlangsungan penambangan ilegal di daerah tersebut.
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Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam jumlah informan
dan cakupan wilayah. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian
berikutnya memperluas jangkauan wilayah dan menelusuri lebih dalam
mengenai strategi ekonomi alternatif yang dapat menggantikan
ketergantungan masyarakat terhadap penambangan ilegal. Penelitian
lanjutan juga dapat mengkaji secara khusus efektivitas program
pemerintah atau peran lembaga non-pemerintah dalam menangani
persoalan tambang ilegal dari sisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
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